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PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim dalam mempertimbangkan hukum tentang hak pengasuhan
anak akibat perceraian orang tua mengacu pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dipakai sebagai
dasar hukum, karena tidak mengatur secara tegas tentang hak-hak anak
yang berkaitan dengan akibat perceraian orang tua. Hak-hak anak seperti
hak anak untuk diasuh, dipelihara, dididik, dinafkahi dan hak anak untuk
tumbuh kembang dengan baik. Selain itu juga dapat mempertimbangkan
psikologis anak yaitu hubungan anak dengan orang tua dan dapat
dibuktikan dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi.

Pada prinsipmya dalam hal terjadi perceraian orang tua, anak dapat
saja diasuh baik oleh ibunya maupun ayahnya demi kepentingan yang
terbaik bagi sang anak, bukan hanya materi saja, tetapi juga pendidikan,
kesehatan, kasih sayang dan perlindungan terhadap anak.

Pada hakekatnya putusan hakim dalam penentuan hak pengasuhan
anak akibat perceraian orang tua sudah sesuai dengan hak-hak anak seperti
hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu berupa

hak-hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan,
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perlindungan dan hak anak tumbuh kembang dengan baik, namun dalam
pelaksanaan putusannya masih belum optimal, karena masih terjadi
permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban orang tua khususnya
kewajiban ayah untuk membiayai dan menafkahi anaknya. Penentuan biaya
tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dan dapat ditentukan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi
kesepakatan maka majelis hakim yang menentukan sesuai dengan
kemampuan suami. Dalam kenyataanya jumlah uang yang diberikan untuk
membiayai dan menafkahi anak tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam
putusan yaitu jumlahnya lebih kecil, bahkan tidak jarang ayah melalaikan
tanggungjawabnya terhadap anak. Hal ini sering terjadi pada anak yang

ibunya bekerja atau pada anak yang ayahnya menikah dengan wanita.

B. Saran
Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam beradaptasi terhadap perubahan
hidupnya ditentukan oleh daya tahan dalam dirinya sendiri, pandangan
terhadap perceraian, pola hubungan antara kedua orang tuanya yang
bercerai. Maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan oleh penulis

yaitu :

1. Bagi orang tua yang bercerai, seharusnya tidak diperbolehkan untuk
melakukan perebutan dalam hal pengasuhan anak, karena akan

mempunyai dampak yang buruk terhadap anak itu sendiri.
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2. Kedua orang tua harus menjalin hubungan yang baik, tetap
bekerjasama demi kepentingan yang terbaik bagi sang anak dan
keduanya harus menyadari bahwa keberadaan mereka sangat berperan
penting bagi tumbuh kembang anak.

3. Orang tua harus mendengar tentang pendapat anak, apabila hal tersebut
mempunyai hubungan dengan anak.

4. Kedua orang tua yang bercerai tetap bertanggung jawab terhadap anak
dengan mengesampingkan perselisihan dan keegosian mereka dan
harus meyakinkan anak walaupun orang tua mereka bercerai, tetapi
mereka tetap mencintai anak. Hal ini sangatlah penting dilakukan
terutama orang tua yang tidak memperdulikan anak (orang tua yang

tidak mengasuh anak)
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